BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Perlakuan akuntansi untuk pengakuan atas aset tetap tanah pada Dinas
Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dlaksanakan sesuai
dengan PP No.71 Tahun 2010.

Perlakuan akuntasi untuk pengukuran atas aset tetap tanah Dinas
Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan sesuai

dengan PP No.71 Tahun 2010.

. Perlakuan akuntansi untuk penilaian kembali setelah perolehan Aset Tetap

Tanah yang melingkupi aspek pengeluaran setelah perolehan aset tetap
tanah, penyusutan aset tetap tanah dan penghentian dan pelepasan aset
tetap tanah pada Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada PP No.71
Tahun 2010.

Perlakuan akuntansi atas pengungkapan Aset Tetap Tanah dalam Laporan
keuangan, Dinas Pendidikan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan

pada PP No.71 Tahun 2010.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran-saran yang dapat disampaikan

oleh penulis adalah sebagai berikut:
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1. Untuk Institusi Pemerintah.

a. Rekonsiliasi Aset Tetap Tanah seharusnya berisikan seluruh catatan
tentang penambahan, pelepasan dan perubahan nilai Aset Tetap Tanah
yang telah terjadi pada periode akuntansinya.

b. Status hukum aset tanah sebaiknya dilakukan pengurusan sertifikatnya
untuk lebih memperkuat keandalan pengakuan atas aset tanah pada
pemerintah daerah.

c. SKPD yang telah diberikan kuasa penggunaan atas aset tanah dari
pemerintah daerahnya agar memiliki salinan/copy dokumen legalitas atas
aset-aset tanahnya, untuk memudahkan semua pihak yang berkepentingan

dalam mengakses informasi tentang aset tanah.
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